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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan
Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang
Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak.
Permasalahan yang terjadi yaitu masih terdapat pengelola dan/atau pemilik kegiatan usaha laundry yang
membuang limbah cair ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu serta kurangnya pemahaman tentang IPAL.
Fenomena ini diindikasikan mengenai lemahnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan. Penelitian ini mengunakan teori Donald Van
Metter dan Carl Van Horn yaitu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian
ini menunjukan ada tiga variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota
Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak yaitu sumber daya manusia
terkait jumlah pegawai pengawas Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang belum memadai, hal tersebut
mengakibatkan sumber daya waktu untuk melakukan pengawasan maksimal dua kali dalam setahun, selanjutnya
komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana mengalami kendala pada penyampaian informasi antara
pelaksana kebijakan dengan target group, kemudian kondisi lingkungan ekonomi yaitu keterbatasan dana para
pengelola usaha laundry untuk pengadaan IPAL, selain itu keluhan dari usaha laundry yang memiliki IPAL
ialah biaya perawatan IPAL. Saran untuk penelitian ini adalah terkait sumber daya sebaiknya ada penambahan
pengawai pengawas di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya PPNS, terkait komunikasi antar
organisasi dan aktivitas pelaksana adalah sebaiknya pembinaan dan sosialisasi perlu terus dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Pontianak agar seluruh pengelola usaha laundry sadar terhadap dampak limbah laundry
bagi lingkungan, makhluk hidup dan kesehatan. Kemudian mengenai lingkungan sosial, ekonomi dan politik
adalah sebaiknya pembiayaan operasional IPAL perlu direncanakan dan dianggarkan oleh pengelola usaha
laundry serta dibuatnya Peraturan Walikota terkait turunan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun
2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Laundry, Limbah, Pencemaran dan IPAL.

Abstract

The research work aimed to describe and analyze the implementation of number 5 2013 on water pollution
control. The research problems were there were still many laundry owners disposed waste water in the river
bank and nearby without being processed first and it seemed that it was lack of understanding on installation of
waste water. This happened due to a weak socialization and monitor by Environmental Agency of Pontianak as
a policy implementer. The research work employed Donald Van Metter and Carl Van Horn theories that
influenced perfomance of the policy. The research findings showed that there were three variables that
influenced the implementation of local goverment policy number 5 2013 on water pollution control on
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ownership of installation of waste water by laundry entrepreneurs in Pontianak; First, human resources related
to numbers of staff of Environmental Agency of Pontianak were not enough causing the control should be done
twice in a year. Second, communication between organization and activity of the implementer had obstacles in
giving information to both policy implementer and the target group. Finally, condition of economy that is lack
of fund for laundry owners to have Installation of waste water and to treat the Installation of waste water makes
the policy difficult to implement. It was suggested that there should be staff addition in Environmental Agency
of Pontianak especially PPNS. Besides, there should a good communication between the organizations and
implementers to guide and socialize the program to the owners of laundry in order to know the impact of
laundry waste water on environment, living things and health. In social, economic, and politics environment,
operational cost for Installation of waste water needs to be planned and prepared by laundry owners and a
regulation of Pontianak mayor is needed to support the local government of Pontianak number 5 2013 on water
pollution control.

Key word: Implementation, Laundry, Waste, Pollution and Installation of Waste Water.

A. PENDAHULUAN
Air merupakan salah satu

kebutuhan makhluk hidup untuk

kelangsungan kehidupan. Manusia

memanfaatkan air sebagai pemenuhan

kebutuhan sehari-hari seperti minum,

mandi, mencuci, memasak, kegiatan

usaha dan lain-lain. Oleh karena itu

setiap pemanfaatan air tersebut harus

dilakukan secara bijak supaya tidak

terjadi penurunan kualitas air seperti

terjadinya pencemaran air yang

disebabkan oleh limbah yang tidak

dikelola dengan baik.

Mengacu pada Peraturan

Daerah Kota Pontianak Nomor 5

Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air, mewajibkan setiap

orang yang melakukan usaha dan/atau

kegiatan yang menghasilkan limbah

dan berpotensi mencemari air untuk

menyediakan tempat penampungan

atau pembuangan untuk limbah,

kemudian mengolah limbah terlebih

dahulu sebelum dibuang ke sumber air

dan/atau ke tanah. Usaha dan/atau

kegiatan yang menghasilkan limbah

dalam jumlah besar atau sedikit dalam

jangka panjang atau pendek akan

membuat perubahan terhadap

lingkungan, sehingga diperlukan

pengolahan agar limbah yang

dihasilkan tidak sampai mengganggu

struktur lingkungan.

Dewasa ini banyak

berkembang kegiatan bisnis yang

terkait dengan jasa pencucian pakaian

atau yang lebih dikenal dengan jasa

laundry. Usaha laundry

memanfaatkan gaya hidup malas

mencuci dan tuntutan kesibukan,

banyak mahasiswa, karyawan, dan ibu

rumah tangga yang tidak memiliki

waktu untuk mencuci pakaian mereka

sehingga mereka menyerahkan kepada

usaha laundry untuk mengerjakannya,

serta di musim penghujan dengan
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mencuci manual, pakaian akan sulit

menjadi kering.

Usaha laundry merupakan

kegiatan usaha jasa yang banyak

menghasilkan limbah cair dari proses

pencucian yang menggunakan

deterjen sebagai bahan pembersih.

Berdasarkan penelitian oleh Heryani

dan Puji (2009) hanya 50% senyawa

aktif sulfaktan LAS dalam limbah

detejen yang bisa terurai dalam 90

hari, sisanya mengendap hingga

bertahun-tahun lamanya. Berdasarkan

hal tersebut, usaha laundry merupakan

penyumbang pencemaran air.

Berdasarkan data sekunder dari

Badan Lingkungan Hidup Kota

Pontianak (2015) dari 36 usaha

laundry di Kota Pontianak yang sudah

dilakukan pengawasan, 30 diantaranya

masih belum memiliki Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL)

sehingga air limbah dari pencucian

dialirkan langsung ke saluran

pembuangan sekitarnya melalui pipa

tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Oleh karena itu limbah tersebut dapat

menimbulkan gangguan terhadap

ekosistem yang ada di saluran

pembuangan.

Menurut Asmadi dan Suharno

(2012:16) pencemaran akibat air

limbah yang dapat merusak

lingkungan antara lain ialah

pencemaran mikroorganisme dalam

air, pencemaran limbah organik

menyebabkan kurangnya oksigen

terlarut, pencemaran air sungai dan

kebutuhan oksigen terlarut dan

pencemaran laut sebagai tempat

pembuangan limbah. Pendapat di atas

memaparkan kerusakkan lingkungan

yang ditimbulkan oleh pencemaran

akibat air limbah, jika air limbah terus

menerus tidak dikelola dengan baik,

maka dapat menimbulkan akibat-

akibat terhadap lingkungan dan

mahkluk hidup.

Kepala Seksi Pengendalian

Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes)

Kota Yogyakarta, Endang Sri Rahayu

(Tribunjogja.Com. 2015) menuturkan

bahwa bahan kimia laundry yang

secara langsung terpapar kulit dapat

menyebabkan iritasi dan alergi, secara

tidak langsung, dapat memicu

penularan penyakit gudikan atau

scabies yang disebabkan oleh kutu

sarcoptes scabiei. Penuturan di atas

menjelaskan dampak air limbah

laundry terhadap kesehatan dan

penyakit-penyakit yang ditimbulkan

oleh air limbah laundry yang dibuang

tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Laundry akan terus menerus

menghasilkan limbah dari proses

pencucian. Kepemilikan IPAL adalah

penting untuk meminimumkan
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dampak negatif dari limbah yang

dihasilkan oleh laundry. Berdasarkan

pemaparan fenomena dan hal- hal

yang diuraikan di atas, permasalahan

ini dapat dikatakan merupakan

permasalahan publik. Permasalahan

ini menarik untuk diteliti khusunya

dari kajian Kebijakan Publik.

Berdasarkan latar belakang di

atas, berikut identifikasi permasalahan

dari penelitian ini adalah belum

adanya kepemilikan Intalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada

beberapa usaha laundry yang ada di

Kota Pontianak. peneliti

memfokuskan penelitian ini pada

implementasi kebijakan Peraturan

Daerah Kota Pontianak Nomor 5

Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air studi tentang

kepemilikan Intalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) oleh pengelola usaha

laundry di Kota Pontianak. Hal ini

dianggap sangat penting karena

apabila limbah cair dibuang ke

lingkungan tanpa diolah terlebih

dahulu akan memberikan dampak

buruk, baik terhadap kesehatan

maupun lingkungan dimasa yang akan

datang.

Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengungkapkan ketersediaan

sumber daya implementasi Peraturan

Daerah Kota Pontianak Nomor 5

Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air, selanjutnya untuk

mendeskripsikan komunikasi antar

organisasi dan aktivitas pelaksana

implementasi Peraturan Daerah Kota

Pontianak Nomor 5 Tahun 2013

Tentang Pengendalian Pencemaran

Air. Kemudian untuk menjelaskan

lingkungan sosial, ekonomi, dan

politik implementasi Peraturan Daerah

Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013

Tentang Pengendalian Pencemaran

Air.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Tachjan (dalam

Tahir, 2014:53) implementasi

kebijakan publik, disamping dapat

dipahami sebagai salah satu aktivitas

dari administrasi publik sebagai

instusi (birokrasi) dalam proses

kebijakan publik, dapat dipahami pula

sebagai salah satu lapangan studi

administrasi publik sebagai ilmu.

Berdasarkan pendapat di atas

implementasi kebijakan sebagai salah

satu aktivitas dan ilmu dari

administrasi publik.

Chief J. O. Udoji (dalam

Agustino, 2012:140) pelaksanaan

kebijakan adalah sesuatu yang penting

bahkan mungkin jauh lebih penting
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daripada pembuatan kebijakan,

kebijakan-kebijakan hanya akan

sekedar berupa impian atau rencana

bagus yang tersimpan rapi dalam arsip

kalau tidak di implementasikan.

Pendapat di atas mengemukakan jika

kebijakan tidak di implementasikan

maka hanya menjadi suatu impian

atau rencana bagus, oleh karena itu

pelaksanaan suatu kebijakan menjadi

penting. Orang sering beranggapan

implementasi hanya merupakan

pelaksanaan dari apa yang telah

diputuskan legislatif atau para

pengambil keputusan, seolah-olah

tahapan ini kurang berpengaruh,

betapapun baiknya rencana yang telah

dibuat tetapi tidak ada gunanya

apabila itu tidak dilaksanakan dengan

baik dan benar. Ia membutuhkan

pelaksana yang benar-benar jujur,

untuk menghasilkan apa yang menjadi

tujuannya, dan benar-benar

memperlihatkan rambu-rambu

pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan Deddy Mulyadi

(2015:36) implementasi adalah

tahapan yang sangat penting dalam

proses pembuatan kebijakan publik.

Oleh karena itu proses implementasi

harus dipersiapkan dan direncanakan

dengan baik.

Penelitian ini menggunakan

model implementasi Van Metter dan

Carl Van Horn. Alasan peneliti

memilih model implementasi

kebijakan Van Metter dan Carl Van

Horn adalah model ini menunjukkan

implementasi kebijakan merupakan

model yang sangat kompleks, dimana

satu variabel dapat mempengaruhi

variabel lain seperti variabel

sumberdaya dapat mempengaruhi

lingkungan sosial, ekonomi dan

politik.

Implementasi kebijakan publik

model Donald Van Metter Dan Carl

Van Horn adalah model pendekatan

top-down yang disebut dengan A

Model of The Policy Implementation.

Proses implementasi ini ialah sebuah

abstraksi atau performansi suatu

implementasi kebijakan yang pada

dasarnya secara sengaja dilakukan

untuk meraih kinerja implementasi

kebijakan publik yang tinggi yang

berlangsung dalam hubungan

beberapa variabel. Model ini

mengandaikan implementasi

kebijakan berjalan secara linier dari

keputusan politik yang tersedia,

pelaksana, dan kinerja kebijakan

publik.

Menurut Van Metter dan Van

Horn (dalam Tahir, 2014:71) ada

enam variabel  yang mempengaruhi

kinerja kebijakan publik tersebut,

adalah: (1) Ukuran dan tujuan
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kebijakan; (2) Sumberdaya; (3)

Komunikasi antar organisasi dan

penguatan aktivitas; (4) Karakteristik

agen pelaksana; (5) Lingkungan

ekonomi, sosial, dan politik; (6) Sikap

para pelaksana. Penelitian ini hanya

menggunakan tiga variabel yaitu

sumberdaya, komunikasi antar

organisasi dan aktivitas pelaksana, dan

lingkungan ekonomi, sosial dan

politik yang mempengaruhi kinerja

Peraturan Daerah Kota Pontianak No

5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air. Tiga variabel

tersebut digunakan untuk melihat

tercapai atau tidaknya tujuan yang

akan penulis teliti dalam penelitian ini.

Menurut Suriasumantri (dalam

Sugiyono, 2013:92) kerangka pikir

merupakan penjelasan sementara

terhadap gejala-gejala yang menjadi

obyek permasalahan. Pendapat di atas

mengemukakan bahwa kerangka pikir

merupakan penjelasan sementara oleh

karena itu dapat berubah sewaktu-

waktu, adapula pendapat dari Uma

Sekaran (dalam Sugiyono, 2013:91)

kerangka berfikir merupakan model

konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor

yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting. Kerangka pikir

dalam hal ini merupakan alur fikir

penulis dalam menjelaskan suatu

permasalahan.

Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif-kualitatif dimana

peneliti membuat deskripsi mengenai

situasi-situasi atau kejadian-kejadian

yang sebenarnya berdasarkan fakta

dan data di lapangan.

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5
Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Belum adanya kepemilikan Intalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) pada beberapa usaha laundry yang ada di

Kota Pontianak.

TEORI MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DONALD VAN METTER DAN CARL VAN HORN

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik agen pelaksana.
4. Sikap/kecenderungan (Disposition) para

pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas

pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

OUTPUT

1. Meningkatnya kepemilikan IPAL oleh usaha
laundry di Kota Pontianak.

2. Berkurangnya pencemaran air akibat limbah yang
dihasilkan oleh usaha laundry.



PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Adminitrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

7
ANGGI PERTIWI, NIM. E01112026
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Ada beberapa langkah

penelitian. Langkah-langkah tersebut

adalah sebagai berikut. Penelitian

kepustakaan (library research) adalah

penelitian dengan cara mempelajari

buku-buku, literatur-literatur yang

berkaitan dengan masalah yang

diteliti, serta untuk menemukan teori

yang bisa dijadikan sebagai pisau

analisis dalam permasalahan

penelitian ini. Penelitian kepustakaan

ini dilakukan di Perpustakaan FISIP

Universitas Tanjungpura (UNTAN),

Perpustakaan Program Magister Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik (PMISIP)

UNTAN, Perpustakaan Politeknik

Kesehatan Pontianak (POLTEKES)

dan Perpustakaan Umum Daerah kota

Pontianak. Peneliti mempelajari

tentang teori, skripsi-skripsi dan

konsep-konsep yang berkaitan dengan

implementasi kebijakan dan

pencemaran air, serta peneliti juga

mencari bahan-bahan bacaan atau

literatur melalui media internet.

Penelitian lapangan (field

research) ialah peneliti turun langsung

ke lapangan untuk mencari informasi

dan data secara mendalam. Penelitian

lapangan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut. Lokasi penelitian ini

dilakukan di laundry yang ada di Kota

Pontianak. Alasan pemilihan lokasi

tersebut karena di kawasan tersebut

terdapat usaha laundry yang memiliki

IPAL dan usaha laundry yang tidak

memiliki IPAL sehingga peneliti dapat

melakukan perbandingan diantara

usaha laundry tersebut. Adapun yang

menjadi subjek dalam penelitian ini

adalah:

a. Implementor

1. Kepala Sub Bidang Pengawasan

Analisis Dampak Lingkungan

dan  satu orang staf Bidang

Pengawasan Analisis Dampak

Lingkungan.

2. Satu orang staf PPNS Satuan

Pamong Praja Kota Pontianak.

b. Target Group

1. Empat orang pengelola usaha

laundry

2. Satu orang ibu rumah tangga

pengguna jasa laundry dan dua

orang mahasiswi pengguna jasa

laundry.

Teknik  pengumpulan data

ialah dengan wawancara mendalam,

observasi serta dokumentasi. Teknik

analisis data dalam penelitian ini

menggunakan reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik keabsahan data menggunakan

triangulasi sumber. Triangulasi

sumber untuk menguji kredibilitas

data dilakukan dengan cara mengecek

data yang telah diperoleh melalui
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beberapa sumber. Penelitian ini untuk

menguji kredibilitas datanya

memerlukan data dari Kepala Sub

Bidang Pengawasan Analisis Dampak

Lingkungan Badan Lingkungan Hidup

Kota Pontianak serta staf Bidang

Pengawasan Analisis Dampak

Lingkungan Badan Lingkungan Hidup

Kota Pontianak, kemudian dari PPNS

Satuan Pamong Praja Kota Pontianak,

serta informasi dari  pengelola usaha

laundry dan masyarakat pengguna jasa

laundry. Setelah memperoleh data dari

beberapa pihak tersebut selanjutnya

data di deskripsikan dan dianalisis.

Data yang telah dianalisis oleh peneliti

sehingga menghasilkan suatu

kesimpulan selanjutnya dimintakan

kesepakatan dari sumber-sumber data

yang terkait tersebut.

D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Salah satu tahapan penting dari

proses kebijakan publik adalah

implementasi kebijakan publik, karena

pada tahapan ini menentukan

keberhasilan kebijakan publik dimana

tujuan serta dampak kebijakan dapat

dihasilkan. Sehingga proses

implementasi harus dipersiapkan dan

direncanakan dengan baik.

1. Sumber daya

Berdasarkan hasil

penelitian, dapat diketahui bahwa

sumber daya manusia Badan

Lingkungan Hidup Kotan

Pontianak yang belum memadai

dalam implementasi kebijakan

Peraturan Daerah Kota Pontianak

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

Pengendalian Pencemaran Air

akan menjadi penyebab

kurangnya sumber daya waktu

untuk melakukan pengawasan ke

semua kegiatan usaha yang ada di

Kota Pontianak. Sehingga

diperlukannya sumber daya

manusia yang memadai agar

sumber daya waktu tidak

mengalami hambatan serta

implementasi kebijakan dapat

berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil

wawancara  dan Peraturan Daerah

Pontianak Nomor 5 Tahun 2013

dapat ditegaskan bahwa untuk

sumber daya finansial Badan

Lingkungan Hidup tidak

mengalami hambatan, sehingga

dalam implementasi Peraturan

Daerah Kota Pontianak Nomor 5

Tahun 2013 terkait dana anggaran

tidak mengalami kendala. Artinya
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terkait sumber daya finansial yang

memadai dapat menjadi salah satu

faktor keberhasilan implementasi

suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil

pengamatan peneliti terkait

sumber daya peralatan Badan

Lingkungan Hidup Kota

Pontianak adalah layak dalam

pelaksanaan implementasi

kebijakan Peraturan Daerah

Pontianak Nomor 5 Tahun 2013

Tentang Pengendalian

Pencemaran Air. Artinya sumber

daya peralatan Badan Lingkungan

Hidup Kota Pontianak tidak

menjadi hambatan dalam

implementasi kebijakan Peraturan

Daerah Pontianak Nomor 5 Tahun

2013 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air.

2. Komunikasi Antar Organisasi dan

Aktivitas Pelaksana

Berdasarkan hasil

wawancara dapat diketahui bahwa

Badan Lingkungan Hidup Kota

Pontianak melakukan komunikasi,

koordinasi dan kerjasama dengan

PPNS Satpol PP Kota Pontianak.

Komunikasi, koordinasi dan

kerjasama Badan Lingkungan

Hidup Kota Pontianak dengan

PPNS Satpol PP Kota Pontianak

sudah berlangsung sejak tahun

2013 dan tejalin dengan baik.

Sehingga komunikasi antar

organisasi pelaksana kebijakan

sudah berjalan secara baik. Apabila

koordinasi dan kerjasama sudah

dilakukan dengan baik maka

komunikasi antar organisasi tidak

menjadi hambatan dalam

implementasi kebijakan Peraturan

Daerah Kota Pontianak Nomor 5

Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air.

Berdasarkan hasil penelitian

terrkait komunikasi antara

pelaksana kebijakan dengan target

group adalah belum berjalan secara

maksimal sehingga isi, ukuran dan

tujuan kebijakan Peraturan Daerah

Kota Pontianak Nomor 5 Tahun

2013 belum tersosialisasi dengan

baik. Oleh karena itu, komunikasi

antara pelaksana kebijakan dengan

target group dapat menyebabkan

kendala dan kegagalan dalam

implementasi kebijakan Peraturan

Daerah Kota Pontianak Nomor 5

Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air.

3. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan

Politik

Berdasarkan hasil penelitian

terhadap kondisi sosial seperti gaya

hidup dan kesibukkan menjadi
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penyebab masyarakat

menggunakan jasa laundry dimana

kualitas hasil cucian yang cukup

memuaskan masyarakat pengguna

jasa laundry. Selain itu, minimnya

pasokan air bersih dan cuaca yang

tidak menentu menjadi penyebab

lebih banyaknya orang

menggunakan jasa laundry.

Kemudian dari segi kondisi

lingkungan ekonomi, murahnya

harga laundry menyebabkan

masyarakat menggunakan jasa

laundry, selanjutnya adanya

keterbatasan dana para pengelola

usaha laundry untuk pengadaan

IPAL, selain itu keluhan dari usaha

laundry yang memiliki IPAL ialah

biaya perawatan IPAL.

Selanjutnya dari kondisi

lingkungan politik adalah belum

adanya dukungan politik para

pejabat terkait pengendalian

pencemaran air serta dukungan

pelaksanaan implementasi

Peraturan Daerah Kota Pontianak

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

Pengendalian Pencemaran Air.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan pada bagian

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia terkait

jumlah pegawai pengawas Badan

Lingkungan Hidup Kota Pontianak

yang belum memadai, hal tersebut

mengakibatkan sumber daya waktu

untuk melakukan pengawasan

maksimal dua kali dalam setahun.

Sumber daya finansial Badan

Lingkungan Hidup tidak

mengalami hambatan, sehingga

dalam implementasi Peraturan

Daerah Kota Pontianak Nomor 5

Tahun 2013 terkait dana anggaran

tidak mengalami kendala. Sumber

daya peralatan Badan Lingkungan

Hidup Kota Pontianak adalah

memadai, dimana terdapat printer,

komputer, telpon kantor, dan rak

buku.

b. Komunikasi antar organisasi dan

aktivitas pelaksana mengalami

kendala pada penyampaian

informasi antara pelaksana

kebijakan dengan target group.

Penyampaian informasi berupa

sosialisasi belum berjalan secara

maksimal sehingga isi, ukuran dan

tujuan kebijakan Peraturan Daerah

Kota Pontianak Nomor 5 Tahun
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2013 belum tersosialisasi dengan

baik

c. Kondisi lingkungan sosial seperti

gaya hidup dan kesibukkan

menjadi penyebab masyarakat

menggunakan jasa laundry.

Kemudian dari segi kondisi

lingkungan ekonomi, murahnya

harga laundry menyebabkan

masyarakat menggunakan jasa

laundry, selanjutnya adanya

keterbatasan dana para pengelola

usaha laundry untuk pengadaan

IPAL, selain itu keluhan dari usaha

laundry yang memiliki IPAL ialah

biaya perawatan IPAL. Selanjutnya

dari kondisi lingkungan politik

adalah belum adanya dukungan

politik para pejabat terkait

pengendalian pencemaran air serta

dukungan pelaksanaan

implementasi Peraturan Daerah

Kota Pontianak Nomor 5 Tahun

2013 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air.

F. SARAN

Beberapa saran peneliti

sampaikan agar pelaksanaan

implementasi Peraturan Daerah Kota

Pontianak Nomor 5 Tahun 2013

Tentang Pengendalian Pencemaran

Air dapat berjalan optimal. Adapun

saran tersebut sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia, sebaiknya

ada penambahan pengawai

pengawas di Badan Lingkungan

Hidup Kota Pontianak khususnya

PPNS agar Badan Lingkungan

Hidup Kota Pontianak memiliki

kewenangan yang sah untuk

melakukan penyidikan tindak

pidana dalam lingkup undang-

undang yang menjadi dasar

hukumnya masing-masing.

b. Komunikasi antar organisasi dan

aktivitas pelaksana, sebaiknya

pembinaan dan sosialisasi perlu

terus dilakukan oleh Badan

Lingkungan Hidup Kota Pontianak

agar seluruh pengelola usaha

laundry sadar terhadap dampak

limbah laundry bagi lingkungan,

makhluk hidup dan kesehatan.

c. Lingkungan sosial, ekonomi dan

politik, sebaiknya pembiayaan

operasional IPAL perlu

direncanakan dan dianggarkan oleh

pengelola usaha laundry serta

dibuatnya Peraturan Walikota

terkait turunan Peraturan Daerah

Kota Pontianak Nomor 5 Tahun

2013 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air.
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G. KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti menyadari masih

terdapat kekurangan dalam penelitian

ini. Adapun keterbatasan yang peneliti

rasakan ialah:

a. Peneliti kesulitan memperoleh data

pendukung terkait kepemilikan

IPAL laundry dari pengelola usaha

laundry dan/atau pemilik usaha.

Hal tersebut dikarenakan alasan

privasi dan kebersediaan pihak

usaha laundry untuk dilakukan

penelitian.

b. Peneliti memilki keterbatsan

waktu, tenaga, dan biaya dalam

penelitian ini sehingga masih

terdapat kekurangan dalam

penelitian ini.
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